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bahwa dal am rangka kelancaran dan parcepatan
prosos penyelesci anlpemul ihan kerugian Daerah
serta sebagai pelaksanaan k6tentuan dalan Bili x
Peraturan lrent€ri OaIam Nsgpri [onro r 5 tahun
1997, per!u dihentuk LaJcl{s P€rt'lmbanoln
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Grnt{ Htlol
Keu angan dan Barang Dierah Kotrnadyq Daerah
ringLit II Surabaya dengan nenuangkannya ddl eltr
suatu Ksput usan .

1. Undang-undang Pehbendahardan Indohcsl a
(Indliche Comptabbi lities Wet) Staatsb'lad
Tahun 1925 Ngmor 41A sebagaimana telah
beber8pa kal i di ubah dan di tambah, terakhl r
dengen Undang-undang Nomoi 9 Tahun 1968 ;

TChun 1950 tEhtahg
Bcsar Dalatn Llhgkunglh
tendah/Ja*a Barrt dan

2. Undang-trndang Nomol 16
Pembentukan Daerah l(ot a
Fropi nsi rlawa T{mur,/Jawa
Daerah Ist lmewa Yogyakartd, yang tElah diubah
dondah Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;

8. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Koiupsi ;

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun .l974 tsntang
Pokok:pokok Pem6rintahan di Daerah ;

5. Undang-undang Nomor I Tahun 1974 tenttng
Pokok-pokok Kopegawai an ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun r975
. t€ntang Pengurusan, Pe rt anggung i awaban dan
' Pengawasan Keuangan Oaerah ;
I
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7, Peraturan Pehorintah Nomor 6 Tahun 1975
t6ntang Cara Penyusunan APBD, polaksanaln TataUsaha Keuangan Daerah Clan penyusunan
Perhltrlngan APBD ;

-8. Peraturan Pemerintah Nomor g0 Tahun lggotsntan€ Peraturan Di,sipl in Fege*oi ttlegeriSipil;
9. Keputusan Pr€siden Nomor 16 Tahun t g!14 tentang

Pel aksaruan Anggaran Ferrdroat an dall Belania
N6gara, yang t€lah diu.bah ricftg.r} K€putusan
Presidan Nomo r 24 Tahun lgg5 ;

'10, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun
199t1 t sntang Pelik s€naan Anggarafl .pgndapalr[
dan Bel anJ a Daerah ;

tl. Peraturan M€ntsri DaIam ll,eg6ri Nonor 5 Tahun
1997 tentang Tuntutan P€ro€ndaharaan dan
Tuntutan Gant i Rugi l(euangan dan Barang Or.rah

12. Peraturan Menterl oalam Nogeri No.nor 7 Tahun
1997 tentang Penge'lolaan Barang Pen€rintah
Oaerah ;

,3. Instruksi Menteri Dalam N€g€ri Nomor 21 Tahun
1997 tentang Petuniuk Pelaksanaan Paraturan
Uonteri Oalam NegBri Nomor 5 Tahun 1997.

IIETIUTUSKAT{
KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA OAERAH TINGKAT II
SURABAYA TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN OAN TUNTUTAN GANTI RUGI
KEUANGAN DAN BARANG DAERAH KOTAUADYA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA.

Pasal 1

Dengan Koputusan ini , dibentuk llajel is
Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan Crn Tuntutan
Gant i Rugi Kouangan dan Barang Daerah. Kot amadya
Daerah Tingkat II Surabaya yang seI Fniutnya dapat
dis6but Majel is Pert imbangan, dengan susunan
keanggotaan socara ex officio tordiri dari :

a. Sskretaris Kotamadya Daerah selaku Ketua
morangkap Anggota dan tidak diwaki Ikan :

b. Inspektur Wilayah selaku Wakll Ket$a merangkap
Anggot a i ,'.

c. Asi st 6n Administrasi selaku
merangkap Anggota ;

'Waki I Kst ua
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d. Kepala Bagi6n Keuangan selaku Sokr6taris
m6rangkap Anggota ;

s. Kepala Bagian perlengkapan selaku Anggrita ;

f . Kepala Sagiari Huk',at Selalu rrig€r.la ;

g. Kepala Bagian Keps€awaian selakq Anggot a ;

h. Kepala Bagi an Umun selaku Anggota i
i. K6pala Bagian Organisasi eelaku Ang€ota.

Pasal 2

(l ) Xeanggotaan Majelis Pert j.Bbangan tidak dapat
divrak i 1kan dal am sideng ;

(2) Anggota uajelis Pertimbangan sebelum
menj al anksr t uga.snya manguc€Dkan sumpah/janri
dihadapan Wal i kotsfiadya Kepala Daerah sesur{
dengan ketentqan dan tata cara yang b6rIaku.

Pasal 3

(1) S6kretariat Majelis Pcrtimbangan, berada pada
Bag{an Keuangan Sekretariat Kotamadya Oaorah
Ti ngkat II Surabaya ;

(Z) Xepala Bagian Kouangan Sekr6tlriat Kotamadya
Daerah Tingkat II Surabaya selaku Sekretaris
Ma jel i s Pertimbangan dalam melaksanakan
tUgasnya dibantu oloh anggota Sekretariat
Majelis PErt imbangan yang terdiri dari :

a. P€meri ksa Aparatur pada Inspektorat
Wi layah KotEmadya Surabaya ;

b. Pemeri ksa Pembant u Ret ri busi pada
Insp€ktorat wilayah Kotamadya Surabaya ;

c. Kasubbag Pembukuan pada Bagian Keuangan
Sekretariat Kotamadya Dati II Sqrabaya ;

d. Kasubbag Anggaran pada Bagian Kouangan
Sekretariat Kotamadya Dati II Surabaya ;

e. Kasubbag Peraturan PE rundang-undangan pada
Bagian Hukum Sekretariat Kotamadya Oati II
Surabaya ;

f, Kasubbag Penyimpanan dan Distribusi pada
Bagi an Psrlengkapan Sekr€tariat,, Kptamadya
Dat i II Surabaya ;

a
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Kasubbag Anal i sa Kebutuhan pada Bagian
Perlengkapan Sekr€tariat Kotamadya oat i II
Surabaya ;

Kasubbag Umum pada Bagian Kepegawalan
S€kretariat Kot rlr.dya Dati II Surabaya ;

Kasubbag Mutasi Pegawai pada Bagian
Kepegawaian Sekretariat Kotanadya llat t II
Surabaya ;

Kasubbag Tata Usaha Pimpinan dan Keuangan
Sekretariat pada Bagien tlmum Sekrotariat
Kotamadya Dat I II Surabaya ;

Kasubbag Rumah Tangga pada Bagian ltuutD
Sekretarlat l(ot aDrdye Dat i If Surabaya,

Pasal 1
Tugas dan tata kerja Majslis Pert inbgrgan

adalah ssbagai beri kut :

a. Tugas Pokok :

Mengumpulkan, menatausahakan, menganal{sis
dan mengeval uas i kasus Tunt ut an
Porbendaharaan dan Tuntutan Gant i Rugt
Keuangan dan Barang Daerah (TP-TGR) yang
diterima ;

2. Memproses dan mel aksanakan eksekusi TP-TGR ;

j.

k.

I Memberi kan pendapat, saran dan pertimbangan
kepada Wal i kotamadya KEpala Daerah pada
s€t i ap kasus yang menyangkut TP-TGR
termasuk pembebanan, bandi ng, pencatatan,
pEmbebasan, penghapusan, hukuman disiplin'
penyerahan melalui Badan Peradilan. P€nye -
Iesaian kerugian Daerah apabi la teriadl
hambatan dan penagi han mela1ui instansi
terkai t ;

Menyi apkan I aporan wal i kot amadya Kepal a
Oaerah mengenai perkembangan peny€ l esal an
kasus kerugi an Daerah secaia periodi k
kepada MEnteri Dal am Negeri cq. Direktur
Jenderal PUOD, tembusan kepada BEPEKA'
sekr6t 6ri at Jenderal dan Inspektorat
Jendera l D€partemon Dalam Negeri.

1.

t b. Pembagian Tugas :

Ketua bertugas :

a. Memi mp i n/mengarahkan seluruh kagiatan
Majalis Pertlmbangan ;

(IPI6,8-grlrr )
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b. Memimpin sidang/raoat Majel is pertim
bangan:

c. Melaporkan secara berkala atau s€waktu-yraktu untuk setiap keEiatan Majel is
Pert imbangan kepada Wal ikotamadya Kepala
Daerah,

2. Waki 1 Ketua bertugas :

a. Membantu Ketua dalam mel aksanakan tugas-
nya ;

b. Mewakil i K6tua menialankan fungsinya
dal am hal Ketua berhalangan.

Sekretaris bertuEas:
a. Membantu Ketua dalam

tugasnya :

b. Memimpin Sekretari at dan
seluruh urusan adm'i n i st
Pert imbangan ;

mel aksanakan

menye I esai kan
rast Uajel is

d.

c. Menerima, mencatat dan mengelola kasus-
kasus kerugian oaerah yang diterima dari
Wal i kot amadya Kepal a Dae r ah ccl.

h.

Sekret ari s Kotamadya Daerah m€lalui
Maiel is Pert imbangan ;

Menyusun dan mengatur jadwal v{aktu dan
t€mpat persidangan Majelis Pert imbangan ;

Menyi apkan bahan-bahan untuk sidang/
rapat Maielis Fert'imbangan ;

Meny i apkan dan menyampai kan undangan
si dang/rapat Maj6l i s Pert imbangan yang
di lakukan secara tertul is ;

Menyampai kah bahan-bahan si dang/raoat
kepada anggota Majolis Pert imbangan ;

Mengumpu l kan/menyusun berkas TP-TGR
berdasarkan dat a/bahan bukt i yang
lengkap:

e.

f.

s.

+

i. Membuat notulen
Pe rt imbangan :

si dang/raoat

i, Menbuat ri sal ah pembahasan
tunt ut an atas keruglan Daerah
memberi kan 06rt imbangan hukumnya

k. Memper s i apkan, mengumou l kan
mendi st ri busi kan surat gugatan,
surat Keputusan waI i kotamadya
Daerah yang menyangkut TP-TGR :

Ma jel is

berkas
dengan

dan
surat-
Kepa I a

(TPlGfl-g!trr l
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Mel aksanakan
sok r et ari at
dal am sebu I an

dan memi mpi n r apat
sekurang-kurangnya seka I i

at au set i ap diperlukan.

4. Anggota bertugas :

Menghad i ri set i ap
Pe rt imbangan ;

si dang/raDat Majelis

b. Mempelaiari dan m6neliti bahan-bahan
yang disampaikan oleh S6kretaris Majelis
Pe rt imbangan :

a.

c. Memberi kan pe rt
serta secara
pengamb i Ian
Pe rt imbangan ;

imbangan/saran dan turut
akt i f dal am set i aD
keputusan Majel i s

*

d. Mel aksanakan tugas-tugas yang dit€ntukan
oleh Ket ua ,

3. Sidang dan Rapat :

a. Sidang Majelis Pertimbangan diselenggarakan
seku ran g -ku rangnya sekal i dalam 2 (dua)
bulan dan atau 2 (dua) minggu sojak
diterimanya bahan-bahan sidang oleh Anggota
Maiel is Pert imbangan :

b. Persidangan Majelis Pert imbangan pada hari
yang telah ditentukan hanya memutuskan
penye I esai an kasus-kasus yang telah
di persi apkan kelengkapan datanya ol6h
Sek ret ari s Maielis Pert imbangan ;

Maj e l i s Pert imbangan dal am si dang/rapatnya
dapat memanggi I Bendah a rawan/Pegawai bukan
Bendaharavian yanq disangka/didusa me I akukan
perbuatan melanggar hukum, lalai dalam
melaksanakan tugasnva baik Iangsung atau
t i dak I angsung mengak i bat kan kerugi an
Daerah untuk d im i nt akan penielasannya:

d. Apab i I a di oandang perlu Majelis
Pe rt imbangan dapat mendengar /memi nt a
keterangan kepada ahli, pihak ketiga dan
at au at asan I angsung yang bersangkut an
untuk d i mi nt akan Denjelasan/ketorangannya :

e. Rapat Majel is Pert imbangan diselenggarakan
sswaktu-waktu di oerlukan.

4. Pesorta Sidang :

a. Sidang Ma je'l is Pert imbangan selain dihadiri
oleh anggota, dapat iuga dihadiri oleh
anggota Sekretari at Majelis Pert imbangan :

(I?rcr-stfrtl
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Si dang Majel i s Pert'imbangan harus memenuhi
qorum yang dihadiri oleh 2/3 dari jumlah
anggota Majelis Pert imbangan dan apabila
tidak memenuhi qorum, maka sidang t'idak
dapat di I aksanakan :

Apab'i 1 a Ket ua berhal angan had i r, maka
si dang di p impi n ol eh Wak i I Ketua da.o
apabi 'l a waki I Ketua juga berhal an{an, maka
sidang dipimpin oleh Sekretaris Maj€lis
Pertimbangan;

d. Apabi la aftggota Maielis Psrtimbangan
b6rhaIangan hadir dalam sidang, anggota
yang bersanekutan harus m€mber{ tahukan
iecira tertulis kepada llaielis Pertimbangan
melalui Sekretaris rr-eielis Pertimbangan ;

e. Apabi I a anggota Mai.sl is Pe rt ifirbangan

o. KePutusan si dang
mempunYai kekuat an

k€put usan

berha'langan hadir dalam sidang pertama'
anggota yang b€ rsatlgkut an harus hadir dalam
sidang berikutnva dan apabila anggota yang
bersangkutan masih berhalangan, mala ia
wajib nenerima hasil putusan sidang.

5. KEDUtusan Sidang :

a. KeputuGan sidanE diambit secara musyawarah
dan nufakat :

b. Hak suara untuk mengambil keputusan dalan-- 
"iJ"ns 

hanva dimiliki oleh anggota Maielis
Pe rt imbangan :

Apabi Ia dalam sidans tidak terdapat suatu-i!i"p"r,"t 
in , maka iieout usan vang sudah

diamb'i I dengan suara 2/3 dari juml ah

anggot a Yang hadir :

Tidak mengurangi hak suara anggota Majel{s
Pert imbangan dalam m€ngambi I koputusannya'
anggota sekretariat yang hadir dalam.sidang
O"pit dimintakan informasi dan penjelasan
yang diperlukan:

Maielis Pertimbangan
huium Yang meng i kat

c.

d.

setelah ditetaPkan
wal i kot amadya Kepal a

dengan
DaBrah.

? Pasal 5

Semua bi aya Yang diPerlukan
naan tugas Maielis Pert imbangan '
iiic"iii-F"ndiPatan dan Belanja
Daerah T'i ngkat II Surabaya'

untuk Pel aksa
di bebankan Pada

Daerah Kot amadya

{ IPiSR-Erf.r I
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Pasa I

(1) Ha l-ha i yang bel um cukup di atur dal am
Keputusan ini, di Iaksanakan dengan berp€domanpada Peraturan Menteri Calam Negeri Nomor 5
Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan
dan Tuntutan Ganti Rusi Keuangan dan Barang
Daerah, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 1997 dan ketentuan lain yang berlaku

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Surat
Keputusan Walikotamadya Kepala Daei'ah Tingkat
II Surabaya Nomor : 1A8,45/125/4O2.1 .04l1998
Tanggal 10 Juni 1998 Peri hal Pembentukan
Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan
dan Tuntutan Gant i Rugi di Kotamadya Da€rah
Tingkat II Surabaya, dinyatakan tidak berlaku
lagi.

(2)

pasal l
(1) Keputusan ini mulai ber'l aku sejak tanggal

ditetaDkan;
(2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran

Daerah Kotamadya Da€rah Tingkat II Surabaya.

Ditetaokan di S U R A B A Y A.
pada tanssal 31 oKTOBE'F| 1998.

WALIKOTAIIADYA KEPALA DAERAH
TII{GI(AT II SURABAYA

SALINAN Keputusan ini di sam-
pai kan kepada :

ttd.
H. SI'TAATO SUTIOPRAWIRO.

Yth Sdr, Gubernur KDH Tingkat I .,iawa Timur ;
Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V-Surabaya ;
Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Dati II surabaya :
Sdr. Inspektur Wi layah Kotamadya Surabaya i
Sdr. Ka Bagian Keuangan Setkodya Dati II Surabava ;
Sdr, Ka Bagian Umum Setkodya Dati II Surabaya ;
Sdr. Ka Bagian Perlengkapan Setkodya Dati II Surabaya :
Sdr. Ka Bagian Kepegawaian Setkodya Dati II Surabaya.

Diunumkan da'lam Lembaran Daerah Kotamadya Oaerah Tingkat
Surabaya Seri 03 Nomor 32 Tanggal 31 OKToBEF 1998'

!a

1.
2.
3.
4,
5.
6.
7.
8.

II

s SALINAN sesuai dengan Aslinya
An., -sekretari s KotamadYa Daerah

rind\<at It sufdoava
.-. I

Kep.il a(Bas i ,y'r'nuxrt:

KODRAT SAMADIKUN, SH.
Psnat a Ti ngkat I.
NIP, 510 036 885,

(IPIG{-srful
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